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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahan yang dilakukan oleh peneliti 

tentang “Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara 

Perdata di Pengadilan Agama Pati” maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. POSBAKUM yang ada di Pengadilan Agama Pati memiliki 

peranan yang sangat krusial dan penting dalam membantu tugas 

pokok Pengadilan Agama Pati Untuk melayani masyarakat 

pencari keadilan. POSBAKUM Pengadilan Agama Pati dalam 

memberikan layanan bantuan hukum difokuskan pada pemberian 

informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen gugatan 

hukum. Pendampingan sidang bagi terdakwa ataupun penggugat 

tidak termasuk dalam kategori layanan yang diberikan oleh 

POSBAKUM Pengadilan Agama Pati. Semua masyarakat yang 

datang ke POSBAKUM Pengadilan Agama Pati dilayani tanpa 

membedakan suku, agama, ras, latar belakang yang bersangkutan 

sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan Perundangan yang lain. 

Sementara untuk faktor yang menghambat kinerja pelayanan 

POSBAKUM yaitu adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai 

layanan hukum yang diselenggarakan POSBAKUM Pengadilan 

Agama Pati secara gratis karena kurangnya sosialisasi, fasilitas 

POSBAKUM yang kurang memadai, jumlah personel LPKBHI 

UIN Walisongo yang kurang memadai, tidak adanya advokad di 

POSBAKUM serta kontrak kerjasama yang terbatas pada 

pemberian konsultasi, advis dan pembuatan dokumen hukum. 

2. Manfaat Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Pati pasca 

lahirnya PERMA No 1 tahun 2014 sudah berjalan dengan baik. 

Adanya Posbakum di Pengadilan Agama Pati membuat 

masyarakat pencari keadilan banyak terbantu untuk mengakses 

informasi dalam berperkara. Hal ini terlihat dari banyaknya 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan Posbakum 

sebagaimana terdapat pada pengguna jasa pada tahun 2022 

sebanyak 1.425 permohonan yang menunjukan adanya 

peningkatan dari tahun ke tahun dalam pelayanannya. Kemudian 

pelaksanaannya pada dasarnya sudah sesuai mengikuti peraturan 

yang telah ditetapkan termasuk dalam PERMA No. 1 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
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B. Saran 

Penelitian ini memiliki saran dari penelitian yang telah 

dilaksanakan di Pengadilan Agama Pati, saran-saran tersebut 

berhubungan dengan pembahasan pada skripsi ini, yaitu: 

1. Bagi Pengadilan Agama Pati, dapat lebih aktif mengadakan 

sosialisasi tentang keberadaan POSBAKUM yang memberikan 

layanan bantuan hukum secara gratis ke desa-desa sehingga 

masyarakat desa yang ingin berperkara dapat memperoleh 

informasi tersebut. Pengadilan Agama Pati dapat meningkatkan 

layanan yang diberikan oleh LPKBHI UIN Walisongo yaitu 

dengan menambah layanan advokad pendamping bagi 

masyarakat yang akan berperkara sehingga mereka yang benar-

benar tidak mampu dapat memanfaatkan layanan tersebut secara 

cuma-cuma. 

2. Bagi masyarakat yang berperkara, sebelum melakukan 

pengajuan gugatan atau konsultasi hukum ke Pengadilan Agama 

Pati hendaknya mencari informasi keberadaan POSBAKUM 

Pengadilan Agama Pati. Sehingga ketika mereka berkunjung 

dapat mengetahui tugas pokok POSBAKUM dan mereka dapat 

menyampaiakan permasalahan yang sedang dihadapi untuk 

mendapatkan saran hukum yang tepat. 

 

 

 

 


